ABSTRAK

Hadi Hidayaturrahman, 2022, Penetapan Saksi Nikah dan Implikasinya Terhadap
Keabsahan Akad Ditinjau Dari Tujuan Hukum Islam (Penelitian di KUA Kecamatan
Paseh Kabupaten Bandung)

Pada masyarakat Muslim Indonesia, terkait syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam
akad nikah, umumnya didapatkan bahwa kesaksian akad nikah dipandang hanya sebagai
formalitas suatu akad dalam pernikahan, bahkan menjadi seorang saksi dalam suatu pernikahan
bukanlah hal yang substantif. Penetapan saksi yang akan bersaksi dalam akad nikah di samping
dapat di ditentukan oleh orang tua dari calon mempelai pengantin, Kantor Urusan Agama pun
dapat berperan aktif untuk melakukan pendataan, pengawasan dan memvalidasi syarat-syarat
yang dibutuhkan untuk menjadi saksi dalam akad pernikahan baik yang ada dalam pasal 25
Kompilasi Hukum Islam maupun dalam rumusan figh. Sehingga dalam memilih dan
menetapkan saksi nikah tersebut harus memperhatikan secara selektif tentang syarat yang harus
ada dalam saksi nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penetapan saksi nikah di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh, proses terjadinya validasi syarat saksi nikah, akibat
hukum atau implikasinya terhadap keabsahan akad dan menganalisis tinjauan dari tujuan
hukum Islam.

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori tentang kedudukan dan syarat-
syarat saksi nikah baik yang tertuang di dalam rumusan figh maupun yang sudah terkodifikasi
dalam aturan perundang-undangan, teori tujuan hukum Islam (Maqgashid al-Syari’ah), teori
kaidah-kaidah fikih dan teori keabsahan akad.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu yang bersifat memaparkan
suatu permasalahan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan
penetapan saksi nikah dan implikasinya terhadap keabsahan akad di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Paseh dari berbagai sudut, yakni Tujuan Hukum Islam, Hukum Positif, Pandangan
Penghulu dan Praktek di lapangan. Kemudian memaparkan hasil wawancara bersama
Penghulu sebagai informan, selanjutnya hasil penelitian tersebut dianalisis menggunakan teori
kedudukan dan syarat saksi nikah, teori tujuan hukum Islam, kaidah figh dan teori keabsahan
akad.

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang diperoleh yang Pertama, Kedudukan serta
syarat-syarat saksi dalam akad pernikahan dalam pandangan penghulu pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Paseh pada prinsipnya sama. Ketiga penghulu, dengan sangat tegas
menyatakan bahwa kedudukan syarat saksi nikah adalah bagian yang tidak bisa ditinggalkan,
harus terpenuhi baik secara minimal maupun maksimal. Kedua, implikasi yang ditimbulkan
dari syarat persaksian yang tidak memenuhi persyaratan saksi akan berdampak terhadap
keabsahan akadnya. Ketiga, Persyaratan saksi nikah bagian dari ijtihad para ulama, yaitu ijtihad
Maslahah Mu’tabaroh yang sejalan dengan tujuan hukum Islam. Keempat, Secara umum
prakteknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh telah cukup teliti dalam menetapkan
saksi nikah agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku.



ABSTRACT
Hadi Hidayaturrahman, 2022, Determination of Marriage Witnesses and Their
Implications for the Legitimacy of Contracts in View of the Purpose of Islamic Law
(Research at Religious Affairs, Paseh District, Bandung Regency.

In the Indonesian Muslim community, regarding the requirements for being a witness
in a marriage contract, it is generally found that witnessing a marriage contract is seen only as
a formality of a contract in marriage, even being a witness in a marriage is not a substantive
matter. In addition to determining the witnesses who will testify in the marriage contract, the
parents of the prospective bride and groom can also play an active role in collecting data,
supervising and validating the conditions needed to be a witness in the existing marriage
contract. in article 25 of the Compilation of Islamic Law as well as in the formulation of figh.
So that in choosing and determining the marriage witness must pay attention selectively to the
conditions that must be present in the marriage witness.

This study aims to analyze how the process of determining marriage witnesses at the
Paseh District Office of Religious Affairs, the process of validating the requirements for
marriage witnesses, the legal consequences or implications for the validity of the contract and
analyzing the review of the objectives of Islamic law.

The theoretical framework in this study uses the theory of the position and conditions
of marriage witnesses both contained in figh formulations and those that have been codified in
statutory regulations, the theory of the objectives of Islamic law (Magashid al-Syari‘ah), the
theory of figh principles and the theory of the validity of the contract.

This study uses a descriptive analysis method, which describes a problem with the aim
of obtaining a complete picture of the circumstances of the determination of marriage witnesses
and their implications for the validity of the contract at the Paseh District Religious Affairs
Office from various angles, namely the Purpose of Islamic Law, Positive Law, the Leader's
View and Practice in the field. Then explained the results of interviews with the Penghulu as
informants, then the results of the research were analyzed using the theory of position and
conditions for marriage witnesses, the theory of the purpose of Islamic law, the principles of
figh and the theory of the validity of the contract.

Based on the results of the research, the conclusions obtained are the first, the position
and conditions of witnesses in the marriage contract in the view of the priest at the Paseh
District Office of Religious Affairs are in principle the same. The three princes, very
emphatically stated that the position of the conditions for marriage witnesses is a part that
cannot be abandoned, must be fulfilled both minimally and maximally. Second, the
implications arising from the testimony requirements that do not meet the witness requirements
will have an impact on the validity of the contract. Third, the requirements for marriage
witnesses are part of the ijtihad of the scholars, namely ijtihad Maslahah Mu'tabaroh which is
in line with the objectives of Islamic law. Fourth, in general, the practice at the Paseh District
Office of Religious Affairs has been quite thorough in assigning marriage witnesses to comply
with the applicable requirements.
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